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PUTUSAN

Nomor 1869/Pdt.G/2023/PA.Sr.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakimtelah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 331407412780001, tempat lahir Sragen, tanggal lahir 05
Desember 1978, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan
SLTP, pekerjaan XXXXX XXXXXX XXXxX, tempat kediaman di
Dusun Sundo Asri RT.019 RW.007 Desa Banaran,
Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen, dalam hal
ini memberikan kuasa kepada Arik Budi Prasetya, S.H.,
Advokat yang berkantor di Jalan Rajawali, Banjarasri
RT.04 RW.10 Kelurahan Nglorog Kecamatan Sragen
Kabupaten Sragen, berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 06 November 2023 yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen nomor
tanggal..., sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Ngawi, 02 Juli 1976, umur 47 tahun, agama
Islam, pendidikan -, pekerjaan karyawan swasta, tempat
kediaman sesuai KTP di Dusun Sundo Asri RT.019 RW.007
Desa Banaran, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten
Sragen, saat ini tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah
Republik Indonesia, sebagai “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannnya tanggal 06 November

2023 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
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Pengadilan Agama Sragen, dengan Nomor 1869/Pdt.G/2023/PA.Sr., tanggal 07

November 2023;

Adapun gugatan ini Penggugat ajukan berdasarkan hal-hal sebagai
berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Februari 2017 telah dilangsungkan perkawinan
antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum
dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut
telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
Sambungmacan, Kabupaten Sragen sebagaimana tercatat dalam duplikat
Kutipan Akta Nikah Nomor : 408/ Kua.11.14.14/PW.01/10/2023 ;

2.  Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan
berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk
rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh
Allah SWT;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun
membangun rumah tangga dan tinggal di rumah kediaman bersama di
Sundo Asri RT.019 RW.007 desa Banaran, XXXX XXXXXXX XXXXX, XXXX
XXXXXX

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah
berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan belum dikarunia anak;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga
dengan Tergugat berlangsung sekitar 1 ( satu ) tahun usia pernikahan,
ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah
setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan
percek-cokan secara terus menerus karena Tergugat tidak memberi
nafkah kepada Penggugat ;

6. Bahwa puncak dari percek-cokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi
pada awal bulan Januari 2019 yang akhirnya Tergugat meninggalkan
Rumah kediaman bersama dan Tidak diketahui alamatnya diseluruh
wilayah Republik Indonesia berdasar Surat Keterangan Ghoib nomor :
470/2042/X/2023 dari desa Banaran, hal ini menyebabkan antara

Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan pisah rumah selama
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kurang lebih 3 ( tiga ) tahun dan 10 ( sepuluh ) bulan. Sehingga sejak saat
itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan
sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi,
Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga
Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi
menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan
hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana
yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah
tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan
tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena
perceraian;

9.  Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk
mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar
pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun
dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai
ini dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Sragen Cqg Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya
berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya;
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Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun kepada Tergugat telah dipanggil
secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya
Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sabh;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti berupa:

1. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK
331407412780001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah  Kabupaten
Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai
cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu
oleh Majelis Hakimdiberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 408/ Kua.11.14.14/PW.01/10/2023

tanggal 07 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

KUA Sambungmacan Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah. Bukti

surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan

aslinya yang ternyata ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakimdiberi

tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib nomor 470/2042/X/2023, yang
dikeluarkan oleh Kepala Desa Banaran Kecamatan Sambungmacan
Kabupaten Sragen, bermeterai cukup, oleh Majelis Hakim, diberi kode
(bukti P3);

2. Saksi:
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1. Yuda Sandityas bin Broto Yoso Sudiro, umur 32 tahun, agama Islam,
pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Sundo Asri RT.019 RW.007
Desa Banaran, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen, dibawah
sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :
bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
sebagai tetangga Penggugat;

bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 07 Februari
2017 telah dilangsungkan dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama
(KUA) Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen, belum
dikaruniai anak;

bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama
di rumah orang tua Penggugat;

bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat
pada awalnya harmonis akan tetapi sekitar 1 ( satu ) tahun usia
pernikahan, sering terjadi perselisihan dan percekcokan secara terus
menerus disebabkan karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak
memberi nafkah kepada Penggugat, puncaknya sejak awal bulan
Januari 2019 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama
dan tidak pernah kembali serta tidak diketahui alamatnya diseluruh
wilayah Republik Indonesia hingga sekarang sudah 4 (empat) tahun;

bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak
pernah ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;

bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka
akan tetapi tidak berhasil ;

2. Riyatin bin Rono Diwiryo, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh,
tempat tinggal di Dusun Sundo Asri RT.019 RW.007 Desa Banaran,
Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen, dibawah sumpahnya ia
memberikan keterangan sebagai berikut :
bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

sebagai tetangga Penggugat;
bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 07 Februari
2017 telah dilangsungkan dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama
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(KUA) Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen, belum
dikaruniai anak;
bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama
di rumah orang tua Penggugat;

bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat
pada awalnya harmonis akan tetapi sekitar 1 ( satu ) tahun usia
pernikahan, sering terjadi perselisihan dan percekcokan secara terus
menerus disebabkan karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak
memberi nafkah kepada Penggugat, puncaknya sejak awal bulan
Januari 2019 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama
dan tidak pernah kembali serta tidak diketahui alamatnya diseluruh
wilayah Republik Indonesia hingga sekarang sudah 4 (empat) tahun;

bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak
pernah ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;

bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka

akan tetapi tidak berhasil ;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat
tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di
persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya
secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap
menghendaki perceraian serta Penggugat mohon agar Hakim segera
menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana terurai di atas;
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Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan,
Penggugat telah datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan
Tergugat tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga
mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita
acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil
dengan sah dan patut, sesuai pasal 27 PP No. 9 tahun 1975, dan ketidak
hadiran Tergugat tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak disebabkan
sesuatu alasan yang sah menurut hukum, oleh sebab itu pemeriksaan perkara
ini dilangsungkan di luar hadirnya Tergugat, sesuai pasal 125 HIR, yakni
diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pasal 82 Undang-undang
Nomor 7 tahun 1989, telah berusaha menasihati Penggugat, supaya bersabar
dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan
tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah
Agung RI (PERMA), No. : 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, mejelis hakim tidak
dapat memberikan kesempatan untuk melakukan mediasi, karena Tergugat
tidak pernah hadir, karena itu usaha perdamaian dinyatakan gagal ;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat
yang pada pokoknya didasarkan kepada alasan, bahwa rumah tangga
Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun namun sekitar 1 ( satu ) tahun
usia pernikahan, sering terjadi perselisihan dan percekcokan secara terus
menerus disebabkan karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak memberi
nafkah kepada Penggugat, puncaknya sejak awal bulan Januari 2019 Tergugat
pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali serta
tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia hingga
sekarang sudah 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini
termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat tetap
dibebani wajib bukti.
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Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti
tertulis (P-1), (P-2) dan (P-3) yang telah memenuhi formil materiil sebagai alat
bukti dan dua orang saksi dan kedua orang saksi tersebut telah disumpah
sesuai dengan agamanya, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut adalah
formal dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) terbukti Penggugat
bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sragen maka adalah
tepat dan beralasan Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama
Sragen (pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan
ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang
Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa surat bukti (P.2) berupa Fotocopy sah Kutipan Akta
Nikah adalah merupaka alat bukti autentik karena dibuat berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga
mempunyai kekuatan pembuktian sempurna selama tidak dibuktikan
kepalsuannya (pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam
yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta
Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka harus dinyatakan
terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan
yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai alasan hukum untuk
mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-3) terbukti Tergugat benar warga
setempat nhamun sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh
wilayah Rl selama lebih dari 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi adalah orang-orang yang dekat dengan
kedua pihak yang diajukan telah memberikan keterangan lisan di persidangan
dibawah sumpahnya, keterangan mana berdasarkan peristiwa yang dialamai
sendiri, saling berhubungan satu dengan yang lain dan mendukung dalil-dalil
gugatan Penggugat yang pada pokoknya benar rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sekurang-kurangnya sekitar 1 ( satu ) tahun usia pernikahan, sering
terjadi perselisinan dan percekcokan secara terus menerus disebabkan karena
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masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat,

puncaknya sejak awal bulan Januari 2019 Tergugat pergi meninggalkan rumah

kediaman bersama dan tidak pernah kembali serta tidak diketahui alamatnya
diseluruh wilayah Republik Indonesia hingga sekarang sudah 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1), (P-2) dan (P-3) serta
keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, terungkap fakta sebagai
berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada
tanggal 07 Februari 2017, dalam keadaan bakda dukhul, belum
dikaruniai anak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun
akan tetapi sekitar 1 ( satu ) tahun usia pernikahan, sering terjadi
perselisihan dan percekcokan secara terus menerus disebabkan karena
masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak memberi nafkah kepada
Penggugat, puncaknya sejak awal bulan Januari 2019 Tergugat pergi
meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali serta
tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia hingga
sekarang sudah 4 (empat) tahun;

- Bahwa selama berpisah kedua pihak sudah tidak saling berkomunikasi
layaknya suami isteri;

- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua pihak tetapi tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti rumah
tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit dirukunkan
kembali karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus
yang sulit didamaikan disebabkan masalah ekonomi, sehingga pisah rumah
tanpa komunikasi lagi layaknya suami isteri sampai sekarang selama 3 tahun
10 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat
telah nyata pecah, maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat
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tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih
besar bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak ;
Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat Fugaha dalam

kitab Fighus Sunnah Juz Il hal. 291 yang berbunyi :

- om bl plgs azo glaiwy Y Loy L g dl Lol azg 0l cassl 5]

lgalloy 35z Gopaill Giolall go cillai O lg) s Lag) Ll

lagin eVl & jzeg rall cuss) il aslle uolall

Artinya ; “Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak
dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri
boleh meminta kepada Hakim untuk dipisahkan/ diceraikan seketika itu
juga, maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan Thalak Bain,
apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian

diantara keduanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka
gugatan Penggugat cukup beralasan, karena telah memenuhi pasal 39 ayat (2)
Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,
maka sesuai dengan pasal 19 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam
gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak ba’'in
sughro Tergugat kepada Penggugat, dengan verstek (pasal 125 HIR);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan
maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang
telah diubah dengan Undang-undang nomor: 3 tahun 2006 dan diubah dengan
Undang-undang nomor: 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada
Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 10 dari 12 him. Putusan Nomor 1869/Pdt.G/2023/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp 485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Agama Sragen pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 Masehi,

bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami

Dra. Hj. Muhlisoh, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Jayin, S.H. dan

Drs. Muhammadun, S.H. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk

umum, dihadiri para Hakim Anggota dan Totok Purwanto, S.Pd., S.H. sebagai

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota Ketua Majelis,
Drs. Jayin, S.H. Dra. Hj. Muhlisoh, M.H.
Hakim Anggota

Drs. Muhammadun, S.H.

Panitera Pengganti,

Totok Purwanto, S.Pd., S.H.

Rincian Biaya Perkara ;
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1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK Perkara :Rp 75.000,00
3. Panggilan : Rp240.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
5. Sumpah : Rp100.000,00
6. Redaksi : Rp 10.000,00
7. Meterai : Rp 10.000.00
Jumlah : Rp485.000,00

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
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